BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023-2042

Nomor: /6 fl/ %A ’-6290;/'2’/0/6 -03. 0/ / v, /’2 023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat
Pertemuan Lintas Sektor untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Tabalong Tahun 2023-2042 dengan ini menyatakan bahwa Rancangan
Peraturan Daerah dimaksud secara substantif telah sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana
rincinya, kebijakan nasional bidang penataan ruang, Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan
ruang lainnya, serta dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperbaiki
beberapa catatan sebagai berikut:

I. Umum

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa peraturan daerah dilarang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan
putusan pengadilan. Berkenaan hal tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong tentang RTRW Kabupaten Tabalong agar
melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan
peraturan perundang-undangan.

b. Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang
RTRW Kabupaten Tabalong telah menyesuaikan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang serta memperhatikan rencana pembangunan dan rencana tata
ruang di atasnya.

c. Muatan dan redaksional ketentuan terkait Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR) telah disesuaikan dengan Peraturan
Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang.



II.

d.

Penyelarasan muatan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan
Daerah dengan lampiran indikasi program dan peta, serta
penyesuaian urutan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021.
Pemerintah Daerah sudah membentuk Forum Penataan Ruang (FPR)
sebagai pengganti Forum Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(TKPRD), dengan anggota yang terdiri dari anggota Forum TKPRD,
Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli
Perencana (IAP), dan perwakilan masyarakat.

Pemerintah Daerah agar melakukan permohonan (fasilitasi
Rancangan Peraturan Daerah kepada Pemerintah Provinsi serta
permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah
kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
setelah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang
RTRW Kabupaten Tabalong mendapatkan persetujuan substansi.

Khusus

a.

Batas daerah Kabupaten Tabalong yang digunakan dalam Rancangan
Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Tabalong dengan 4 kabupaten
berbatasan sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri
dan 2 batas daerah dengan kabupaten berbatasan yang masih bersifat
indikatif secara teknis sudah sesuai dengan data digital Kementerian
Dalam Negeri.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B} dalam Rancangan
Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Tabalong sudah mengacu Berita
Acara Nomor 600/20/BA/DPR/XX/2023 tentang Kesepakatan
Sinkronisasi Draft Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2023-2042 dengan Draft Revisi RTRW Kabupaten Tabalong Tahun
2023-2042 pada Tanggal 21 Februari 2023. Adapun luasan yang telah
disepakati di Kabupaten Tabalong adalah 7.056,58 hektare.

Bandar Udara Warukin yang termuat pada Rancangan Peraturan
Daerah RTRW Kabupaten Tabalong berdasarkan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional yang merupakan Bandara Khusus dan
melayani kepentingan umum telah sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan.

Jaringan jalur kereta api dalam Rancangan Peraturan Daerah RTRW
Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Kereta Api Nomor KA.401/1/4/K2/DJKA/2023 tentang
Penyampaian Konfirmasi Trase dan Stasiun Kereta Api di Provinsi
Kalimantan Selatan.

Kawasan Hutan yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong tentang RTRW Kabupaten Tabalong Tahun
2023-2042 sudah sesuai dengan IGT kawasan hutan terbaru yang
dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
6629 /MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri



III.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.16/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2023.

Telah dilakukan pembahasan terkait muatan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong tentang RTRW Kabupaten Tabalong
Tahun 2023-2042 antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam
Berita Acara nomor 600/20/BA/PRP/XX/2023 tanggal 27 Maret
2023.

Masukan Perbaikan

Masukan tertulis dapat disampaikan selambat-lambatnya hari Selasa, 4
April 2023 melalui tautan linktr.ee/RapatLintasSektorRTRWK atau e-
mail tarukab2@gmail.com. Perbaikan dan konsultasi dengan pihak
terkait akan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dalam waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilaksanakannya rapat koordinasi
lintas sektor pada hari ini. Adapun notulensi merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Berita Acara ini (terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.
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Direktorat Pengendalian Hak Tanah,
Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan
Wilayah Tertentu, Ditjen Pengendalian
dan Penertiban Tanah dan Ruang,
Kementerian ATR/BPN

Nama

Direktorat Perencanaan Tata Ruang
Nasional, Ditjen Tata Ruang,
Kementerian ATR/BPN

Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang, Ditjen Tata Ruang,
Kementerian ATR/BPN

A/

g2

---------------------------------------

Sekretariat Direktorat Jenderal Tata
Ruang, Kementerian ATR/BPN

Nama

--------------------------------------------

Kantor Wilayah BPN Provinsi
Kalimantan Selatan, Kementerian
ATR/BPN

Kantor Pertanahan Kabupaten
Tabalong, Kementerian ATR/BPN

Nama

Subdirektorat Perencanaan Tata
Ruang Provinsi dan Kota Wilayah II,
Ditjen Tata Ruang, Kementerian
ATR/BPN

Nama

Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang
Kabupaten Wilayah II, Ditjen Tata
Ruang, Kementerian ATR/BPN

Nama

Subdirektorat Perencanaan Detail Tata
Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II,
Ditjen Tata Ruang, Kementerian
ATR/BPN

Nama

Subdirektorat Perencanaan Detail Tata
Ruang Kawasan Daya Dukung
Lingkungan Wilayah II, Ditjen Tata
Ruang, Kementerian ATR/BPN

Nama




Subdirektorat Perencanaan Detail Tata
Ruang Kawasan Sosial Budaya
Wilayah II, Ditjen Tata Ruang,

Kementerian ATR/BPN

Nama

Tim Studio Peta, Ditjen Tata Ruang,
Kementerian ATR/BPN

Nama

Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat
Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah
Wilayah II, Ditjen Tata Ruang,
Kementerian ATR/BPN

Pokja Datin, Ditjen Tata Ruang,
Kementerian ATR/BPN

Nama . N&A ..... !Nuﬂmtk\ ﬂ .........

Jabatan Sk‘\f ..... f"“.‘.)"‘ow““ ........




Perwakilan Asosiasi/Lain-Lain

Ikatan Ahli Perencana (IAP) Koordinator Asosiasi Sekolah
Provinsi Kalimantan Selatan Perencanaan Indonesia (ASPI) Wilayah
Kalimantan
Nama  foocivieiiieiri e Nama o
Jabatan f......cceeeeiiiiiiiiiiiiiieieiae, Jabatan :....coieeiiiiiiiiiiceeia




Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Provinsi Kalimantan Selatan

Nama

...........................................

Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan

Nama

...........................................

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian, dan Pengemebangan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Nama

...........................................

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Selatan

Nama

-------------------------------------------




Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong

Bupati Tabalong

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tabalong
Nama 20 0rs:H.AvAve SYacoPAM| MS |y - R PABTAFA
Jabatan :.BUPATI. TABALOMG ... Jabatan :..X%TuR... DPRD.. KAS.. TABALOMY
Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan,
Kabupaten Tabalong Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tabalong
v@ Aol
Nama HQMD&}WMJMGWGWV Nama o
Jabatan .§Ck6(®,\6\.§76\\40%g_ .......... Jabatan :...cccceeeeeeceeeeeeeeeeiiaaeeeenn.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Dinas Lingkungan Hidup
Ruang Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong
Nama  iiiicirnccccncanaas
Jabatan :.......coceeeeesceieeeesseseesaananneas abatan :.SEVALA _DINAS. ...
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong
Nama IVQIE{VA_ ZAHRIATY - Nama ot rcenaes
Jabatan :. KA846 Aumel . Jabatan f......cceceeeeeceereeee e reneeeeenes

Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabuypaten Tabalong

Jabatan : ¥AGARS..THCEM...............

Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan
Kabupaten Tabalong

...........................................




Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik, dan persandian

Kabupaten Tabalong
NAINA  feeieireeieerecesrsrascaseserssennsenes
8 121072 122 1 3 GO

Dinas Pemuda, Olahraga, dan
Pariwisata Kabupaten Tabalong

-------------------------------------------

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan,

Tanaman Pangan, dan Hortikultura

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah Kabupaten Tabalong

Kabupaten Tabalong
Nama oo iceceeenenaee Nama oo e
Jabatam c...ou oo eeeaeenas Jabatan ..o
Dinas Penanaman Modal dan Dinas Perdagangan, Perindustrian
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
Kabupaten Tabalong
Nama i nneeaes Nama e
Jabatan :................. - . |dabatan .o iieeicecerereeeanees
Dinas Perhubungan Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tabalong Daerah (BPBD) Kabupaten Tabalong
UL 117 SO Nama o e
Jabatan t....eeeeeiiciiiceirereaccaanens Jabatan t.....cccceveieriiirniiieianianiiennens

+Rahima/Julianti, ST, M.Sc.

J abaté‘nf;f Emm Bina Perencanaan

“Tata Ruang Daerah Wilayah II
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